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Editorial

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita
dikenal sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran
jika banyak sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik,
Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen.
(indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi
sebuah keniscayaan di masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perpedaan
pada cara pandang ‘point of view” dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan
menimbulkan “The Big Question” yang seolah menjadi pertanyaan retoris yaitu sudah
siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan
atau resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya.
Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi
pembakaran rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara
speaker yang dipasang kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalad "led. Hal
inilah yang memicu dan mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga
hal terburukpun terjadi. Apabila kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini
sebenarnya bertitik tolak pada masalah toleransi antar umat beragama. Semakin beragam
dan banyaknya pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, maka seyogyanya semakin
besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk agama lain terlebih saat umat agama lain
melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kesantunan
sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana
mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,
di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu
dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat
menjalar pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf)
dalam agama Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang
menggolongkannya dalam bid " ah yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya
sebagai pendukung yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review
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Buku-Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan
adanya tabuhan bedug sebelum adzan dikumandangkan, bukan berarti ia menggantikan
adzan melainkan hanya memberikan informasi agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika
hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir suara tidak sampai ke penjuru wilayah
karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum familiar dengan pengeras suara.
Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementertian Agama memiliki peran
penting untuk dapat menjadi “regulator’ sekaligus “moderator” untuk menjembatani
keresahan masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki “semangat
bertoleransi” dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam
memiliki Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi
kegundahan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin
dalam ljtihad Magashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi
Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana MUI menggunakan pendekatan magqashid
asy-syari ah dalam melakukan ijtihad, maka diharapkan dapat memberikan angin segar bagi
masyarakat sehingga tidak was-was dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut.

Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan.
Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah
keragaman dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan

menghadapi perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019
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ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang terdivi dari beragam suku, ras, budaya dan agama, dalam
kehidupan bermasyarakat tentunya banyak kita temui berbagai macam perbedaan. Oleh karena
itu masyarakat Indonesia perlu menumbuhkan dan menjaga sikap toleran antar sesama dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Dewasa ini
kita banyak dihadapkan dengan konflik yang terjadi, khususnya antar umat beragama, tidak lain
hal ini disebabkan oleh intoleran yang dilakukan dari suatu golongan tertentu sebagai contoh
kasus kerusuhan di Poso kasus pembakaran masjid di Tolikara Papua dan dalam dekat ini kasus
penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur Jakarta. Hal ini tidak lain adalah rendahnya sikap
toleran antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat
Indonesia kaitannya antar umat beragama dan bagaimana Indonesia bisa maju dan berkembang
Jika pada masyarakatnya masih sering terjadi konflik didalamnya. Penelitian ini merupakan
telaah pustaka yang menganalisi data yang ada lapangan dengan analisis deskriptif sosiologis
dengan membawa Pancasila. Pancasila sebagai landasan dan dasar ideologi bangsa sebenarnya
telah mengajarkan sikap berbangsa dan bernegara yang baik. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
dalam Pancasila mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya
kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda,

sehingga dapat tercipta dan selalu terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama.
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Perlu pemahaman yang utuh demi terhidarnya konflik antar umat beragama dan tumbuhnya sikap

toleran antar sesama.

Kata kunci: Pancasila, Manajemen Konflik, Toleransi, Indonesia.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sangatlah beragam dan
multikultural baik dalam hal budaya maupun
dalam sistem kepercayaan. Hal ini dibuktikan
dengan banyaknya keanekaragaman dalam
kebudayaan, ras, suku bangsa, bahasa, dan
agama. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam
masyarakat di Indonesia, tersebar di seluruh
pulau yang dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia. Masyarakat yang heterogen akan
mengalami hal-hal yang berbeda-beda dalam
kehidupan sehari-hari, seperti, bertutur kata,
cara berbusana, tata cara peribadatan antar
agama satu dengan agama yang lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa setelah
proses reformasi tahun 1998 negara Indonesia
tidak henti-hentinya mengalami berbagai
macam koflik khususnya konflik antar umat
beragaman yang berujung pada kerusuhan,
pertikaian dan bahkan perang antar golongan,
hal demikian sangat tidak di benarkan
mengingat Indonesia adalah negara yang di
bangun dengan landasan dasar dan ideologi
pancasila dan bhinneka tunggal ika (berbeda-
beda akan tetapi tetap satu jua). Dengan
landasan  dan

ideologi ini seharusnya

118

masyarakat Indonesia faham akan makna
saling mengerti satu sama lain bukan malah
berpecah dan berselisih diantara mereka.
Konflik di Indonesia bukan datang
dengan tiba-tiba. Kurangnya rasa toleransi
adalah pemicu utama terjadinya konfik yang
sering muncul dikalangan = masyarakat
beragama. Hal ini dirasa sangat merugikan,
dengan munculnya konflik pada suatu wilayah
atau masyarakat tertentu akan menyulut
konflik masyarakat lainnya yang ikut
terprovokasi untuk membuat konflik baru
dengan dalih-dalih balas dendam atas

perbuatan terhadap saudaranya disana.
Sebetulnya dalam landasan ideologi Pancasila
telah di jelaskan makna perbedaan yang ada
dan menyatukan keberagaman yang ada
dengan satu tujuan yaitu kesatuan untuk
kemajuan bersama. Egoisme dan kurangnya
pemahaman terhadap dasar negara ini sendiri
yang dinilai menjadi sumber utama konflik itu
terjadi, khususnya konflik antar umat
beragama di Indonesia.

Pancasila adalah sebagai pedoman
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara,

yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum
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kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila
yang bersifat khusus dan kongkrit.! Akan
tetapi hakikat pancasila sendiri adalah suatu
nilai, adapun aktualisasi dan pengamalannya
adalah meupakan realisasi kongkrit Pancasila.

Indonesia dengan keragaman yang ada
memiliki beberapa permasalahan terkait
dengan konflik kehidupan berbangsa dan
bernegara, khususnya yang sering terjadi antar
Konflik tersebut biasa

umat beragama.

discbabkan oleh sikap intoleran serta
minimnya pemahaman kaitannya dengan
ideologi bangsa yaitu Pancasila. Penulis sedikit
memberikan beberapa solusi terkait seringnya
terjadinya konflik antar golongan umat
beragama yang selama ini menimbulkan
kerugian baik materil maupun immateril.
Untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa
dan bernegara di Indonesia kedepannya ada
salah satu cara

solusi, yaitu dengan

menekankan kembali dan memahamkan
kembali akan dasar-dasar negara Republik
Indonesia khususnya Pancasila yang mana
sebagai landasan teoritis dalam menyatukan
keberagaman yang ada di negara ini.

Penekanan ini akan di awali dengan
penguataan pemahaman akan Pancasila di
bangku pendidikan dari sekolah dasar bahkan
perguruan tinggi, perlunya diadakan sosialisasi

secara massal akan pentingnya memahami

'Kaelan, M.S., DR., 2010., Pendidikan
Pancasila, Paradigma, Yogyakarta him. 72

pebedaan dan pentingnya persatuan bangsa
melalui ideologi-ideologi yang terkandung
Sebelum itu,

dalam Pancasila. terdapat

beberapa masalah yang sering timbul
kaitannya dengan konflik antar umat beragama
di Indonesia masalah-masalah itu diantaranya;

1. Apa yang menyebabkan konflik antar

umat beragama di Indonesia dan

bagaimana upaya

2. Bagaimana konsep gerakan
pemahaman Pancasila sebagai
manajemen  konflik antar umat
beragama?

3. Apa saja kebijakan pemerintah dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat

akan pentingnya Pancasila?

Penulis melalui tulisan ini kita akan

membahas  secara  tuntas  bagaimana
permasalahan-permasalah konflik antar umat
beragama. Tujuan penulis dalam penelitian ini
adalah memberikan solusi atau gagasan untuk
mencegah dan mengurang konflik yang saat ini
seringkali terjadi di bebagai belahan wilayah
Indonesia kaitannya perbedaan keyakinan atau
agama. Konflik tersebut sangat berpotensi
mengganggu kestabilan kehidupan berbangsa
dan bernegara, selain itu sangat mempengaruhi
stabilitas politik, ekonomi serta aspek lainnya
eksistensi

sehingga menghambat
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perkembangan negara Indonesia kedepannya.
Penelitian ini membahas permasalahan yang
ada di kalangan umat beragama Indonesia serta
kaitanya dengan Pancasila yang berdiri sebagai
pemersatu  atau ideologi bangsa. Penulis
menitik beratkan penelitian ini pada aspek
pencegahan dan solusi dalam konflik yang
sering terjadi antar umat beragama.

Metode

yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian pustaka
(Library Research), yaitu penelitian yang
dilaksanakan dengan menggunakan literatur
(kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal
ilmiah, media massa dan internet serta referensi
lain yang relevan guna menjawab berbagai
rumusan permasalahan. Metode Pendekatan;
Penelitian  ini  menggunakan  metode
pendekatan yaitu pendekatan konsep (Studi
Kepustakaan) di lengkapi data primer yang
diambil dari wawancara langsung kepada
golongan tertentu untuk  memberikan
tanggapan dan komentar terkait penelitian ini,
karena penelitian ini nantinya akan
memunculkan teori dan gagasan kaitannya
pencegahan dan penghapusan konflik yang

sering terjadi sampai saat ini.

PANCASILA

Pancasila adalah dasar filsafat negara
Republik Indonesia yang secara resimi
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus
1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD

1945, diundangkan dalam Berita Republik
120

Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan
batang tubuh UUD 1945. Dalam Perjalanan
sejarah eksistensinya Pancasila sebagai dasar
filsafat negara Republik Indonesia mengalami
berbagai macam interpretasi dan manipulasi
politik sesuai dengan kepentingan penguasa
demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang
berlindung dibalik legitimasi ideologi negara
Pancasila. Dengan lain perkataan dalam
kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi
diletakkan sebagai dasar filsafat serta
pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia
melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi
demi kepentingan politik penguasa pada saat
itu.

Gerakan reformasi saat itu berupaya
untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi
Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik
Indonesia, hal
ketetapan sidang istimewa MPR tahun 1998

No. XVII/MPR/ 1998 disertai

ini direalisasikan melalui

dengan
pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan
Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi
Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut
sekaligus juga mencabut mandat MPR yang
diberikan Presiden atas kewenangannya untuk
membudayakan Pancasila. Banyak kita
temukan dewasa ini dari kalangan elite politik
yang beranggapan baha Pancasila adalah label
politik semata . Hal ini adalah pandangan yang
tidak bak bahkan berupaya melemahkan

pancasila itu sendiri, dan hal ini akan berakibat

fatal salah satunya adalah akan melemahnya
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kepercayaan rakyat kaitannya dengan status
Pancasila yang mana sbgai ideologi bangsa dan
negara yang kemudian akan mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.”
Selain itu dewasa ini bayak tokoh dan
juga lapisan masyarakat yang kurang
memahamii filsafat hidup dan pandangan hidup
Akibatnya proses

reformasi dari tahun 1998 lebih diartikan

masyarakat Indonesia.

kebebasan memilih ideologi menurut mereka
masing-masing. Hal inilah yang menjadi
kewajiban semua kalangan yang sadar akan
persatuan berbangsa dan bernegara untuk
menyatukan kembali ideologi bangsa kita
kedepaannya dengan membulatkan oideologi

Pancasila.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NEGARA

Pengertian Ideologi - Ideologi berasal
dari kata yunani yaitu iden yang berarti
melihat, atau idea yang berarti raut muka,
perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi
yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi
adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan
buah pikiran atau science des ideas.

Puspowardoyo menyebutkan bahwa
ideologi dapat dirumuskan sebagai komplek
pengetahuan dan nilai secara keseluruhan

menjadi landasan seseorang atau masyarakat

2Jbid., him. 11.

untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya

serta menentukan sikap dasar untuk
mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang
dihayatinya seseorang dapat menangkap apa
yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa
yang dinilai baik dan tidak baik.

Pendapat Harol H. Titus. Definisi dalam
melihat suatu ideologi adalah:

A term used for any group of ideas
concerning various political and aconomic
issues and social philosophies ofien applied to
a systematic scheme of ideas held by groups or
classes.

Artinya suatu istilah yang digunakan

untuk sekelompok cita-cita mengenai bebagai
macam masalah politik ekonomi filsafat sosial
yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana

yang sistematis tentang suatu cita-cita yang

dijalankan oleh kelompok atau lapisan
masyarakat.
Pengertian diatas jika kita terapkan

rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-
definisi filsafat maka dapat disimpulkan,
bahwa Pancasila sebagai usaha pemikiran
manusia Indonesia untuk mencari kebenaran,
kemudian sampai mendekati atau menanggap
suatu

sebagai kesanggupan

yang
digenggamnya seirama dengan ruang dan
waktu. Hasil pemikiran manusia yang
sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu
kemudian dituangkan dalam suatu rumusan

rangkaian kalimat yang mengandung suatu

3Subandi Al Marsudi, 2001, Pancasila dan

UUD 42 Dalam Paradigma Reformasi,
RajaGrafindo, Jakarta him. 57
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pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk
dijadikan dasar, asas, pedoman atau norma
hidup dan kehidupan bersama dalam rangka
perumusan satu negara Indonesia merdeka,
yang diberi nama Pancasila. Kemudian isi
rumusan filsafat yang dinami Pancasila itu
kemudian diberi status atau kedudukan yang
tegas dan jelas serta sistematis dan memenuhi
persyaratan sebagai suatu sistem filsafat.
Termaktub dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 alinea ke empat maka
filsafat Pancasila itu berfungsi sebagai Dasar
Negara Republik Indonesia yang diterima dan
didukung oleh seluruh bangsa atau warga
Negara Indonesia.Demikian isi rumusan sila-
sila dari Pancasila sebagai satu rangkaian
kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dasar
hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi
peri kehidupan bernegara dan masyarakat
Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Sebagai ideologi suatu bangsa serta
sebagai pandangan dan pegangan hidup
masyarakatnya, Pancasila haruslah bersifat
universal mencakup segala macam nilai-nilai

sosial dan budaya Indonesia serta menjadi

orientasi dalam  hidup oleh seluruh
masyarakatnya. Sebagai ideologi bangsa,
maka keberadaannya selalu
diimplementasikan ke dalam perilaku

kehidupan dalam rangka berbangsa, bernegara
dan bermasyarakat. Kalau dikaji dari butir-
butir kelima sila dalam ideologi Pancasila

tersebut,
122

sebenamya sudah  mencakup

gambaran pembentukan karakter manusia
Indonesia yang ideal, sebagai mana yang
diharapkan para penggali dari pancasila itu
sendiri. Gambaran pembentukan manusia
Indonesia seutuhnya itu, dapat diilustrasikan
pada sila pertama tersirat bagaimana manusia
Indonesia berhubungan dengan Tuhannya atau
kepercayaannya. Pada sila kedua tergambar
bagaimana manusia Indonesia harus bersikap
hidup dengan orang lain sebagaimana
layaknya manusia yang punya pikiran dan
ahklak hingga dia bisa bersikap sebagai
mahkluk yang tertinggi dibandingkan dengan
mahkluk lainnya yaitu binatang. Sila ketiga
menerangkan bagaiama manusia Indonesia
menciptakan  suatu  pandangan  betapa
pentingnya arti persatuan dan kesatuan bangsa
dari pada bercerai berai seperti pada pepatah
bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Sila
keempat telah ~menegaskan bagaimana
manusia Indonesia mengimplementasikan cara
bersikap dan berpendapat serta memutuskan
sesuatu menyangkut kepentingan umum
secara bijak demi kelangsungan kehidupan

berdemokrasi terlindungi  antara

yang
menyuarakan  hak dan  kewajibannya
berimbang dalam mengimplementasikannya.

Pada sila kelima dijabarkan bagaimana

manusia Indonesia mewujudkan  suatu
keadilan dan kemakmuran bagi seluruh
masyarakat Indonesia itu sendiri. Dari

penjabaran kelima sila tersebut di atas, maka

sudah sepantasnya bahwa Pancasila beserta
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kelima silanya itu layak dijadikan sebagai
pandangan dan pegangan hidup serta dijadikan
sebagai pembimbing dalam menciptakan
kerangka berpikir untuk menjalankan roda
demokratisasi dan diimplementasikan dalam
segala macam praktik kehidupan menyangkut
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di
dalam Negara kesatuan Republik Indonesia
tercinta  inimaka  mengamalkan  dan
mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara
mempunyai sifat imperatif dan memaksa,
artinya setiap warga Negara Indonesia harus
tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang
melangggar Pancasila sebagai dasar negara

maka sama dengan ia mengingkari ideologi

bangsa.

KONFLIK AGAMA DI INDONESIA

Konflik antar umat beragama telah terjadi sejak
adanya umat beragama itu sendiri.* Kejadian -
kejadian tersebut dapat diketahui melalui
berbagai sarana informasi yang ada. Sebut saja
konflik yang terjadi cukup panjang antara umat
muslim dengan Kristen Eropa yang kita kenal
dengan perang Salib. Konflik tersebut
merupakan konflik terparah dan terlama yang

“Firdaus M. Yunus, “Konflik Agama di
Indonesia ““,Substantia, Volume 16 Nomor 2,
(Okotber 2014), him. 217

SLewis Coser , 1956. The Function of
Social Conflict. New York: Free Press. him. 151-
210

SKetentuan Umum pada Undang Undang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial, pasal 1 poin 1

terjadi di dunia pada abad pertengahan. Konflik

yang terjadi dalam suatu masyarakat

merupakan instrument dalam penyatuan,
pembentukan dan pembinaan suatu struktur
sosial. Jika suatu masyarakat dapat
menyeimbangkan ketiganya maka konflik
tidak akan terjadi.” Karena dengan adanya
konflik maka akan muncul perseteruan atau
benturan fisikk dengan kekerasan dan
berdampak

ketidaknyamanan

luas sehingga menimbulkan

ditengah-tengah
masyarakat.®

Indonesia memiliki kasus kekerasan
atas nama agama sejak lama,’ namun
kekerasan tersebut meningkat tajam pasca
reformasi  politikk 1998 seiring dengan
menguatnya gerakan Islam radikal.® Konflik-
konflik yang menyangkut masalah agama
terus

tersebut meningkat

sepanjang tahun 2011 SETARA Institute

hingga pada

mencatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasa
beragama/berkeyakinan yang mengandung
299 bentuk tindakan yang menyebar di 17
wilayah pemantauan dan wilayah lain di luar

wilayah pemantauan. Adapun 5 propinsi

"Bambang W. Soeharto. Menangani
Konflik di Indonesia. Kata Hasta Pustaka: Jakarta,
2013, him. 38.

8 Ahmad Zainul Hamdji, “Klaim Religious
Authority dalam Konflik Sunni-Syi’i Sampang
Madura”, ISLAMICA, Vol. 6, No. 2 (Maret 2012),
him. 217.
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dengan tingkat pelanggaran paling tinggi
yaitu:®

Tabel. 1 5 Provinsi dengan Tingkat Pelanggaran

Tertinggi
No Provinsi Jurnlah
Peristiwa
1. | Jawa Barat 57
2. Sulawesi Selatan 45
3. | Jawa Timur 31
4. | Sumatera Utara 24
5. | Banten 12

Sumber: SETARA Institute

Konflik-konflik yang terjadi di
Indonesia banyak diantaranya yang merupakan
konflik yang berbasis agama. Walaupun
sesungguhnya realitas yang ada menunjukkan
bahwa ketegangan yang terjadi di antara umat
beragama justru berkaitan erat dengan faktor-
faktor ang berada di luar lingkup agama itu
sendiri.!® Karena agama merupakan hal yang
sangat sensitif, sehingga orang banyak yang

menyandarkan ~ kepada dalam
melakukan konflik tersebut. Itulah mungkin

agama

problem yang cukup sulit dihadapi oleh
berbagai agama yang ada.

Adapun beberapa kasus konflik
agama yang terjadi di Indonesia beberapa

tahun yang lalu maupun dewasa ini adalah:

°Andik Wahyu Mugqoyyidin, *“ Potret
Konflik Bernuansa Agama di Indonesia
(Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi
Transformatif)”, Analisis, Volume XII, Nomor 2,
(Desember 2012), him. 327.
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e Konflik Agama di Poso

Konflik Poso adalah bagian dari
konflik individu yang kemudian merembes
lebih luas sampai menyetuh ke level agama.
Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya,
bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu
pada
menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur

subsistem budaya dalam hal ini

inilah yang kemudian mengemuka dan
menjadi bom waktu bagi perpecahan umat
beragama di Poso.!!

Konflik ini pada dasarnya berawal
dari masalah sepele, saat bulan puasa
Ramadhan, seorang warga keturunan yang
sedang mabuk membacok seorang warga yang
berbeda agama di masjid. Polisi yang

kemudian telat dalam mengantisipasi,

mengakibatkan kerusuhan pun berbuntut
panjang. Apalagi menjelang berlangsungya
pilkada poso, terjadi saling provokasi dengan

selebaran — selebaran yang menghasut.

Selanjutnya, terjadi saling lempar ke

perkampungan berbeda agama. Saling serang
dan bakar rumah penduduk dan rumah ibadah,

bahkan saling membunuh. 12

Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama
dan Pluralisme Keagamaan (Yogyakarta: Galang
Press, 2001), him. 24.

"Dikutip dari konflikposo.blogspot.com,
diakses pada 11 Maret 2019.

12Selamat Ginting, “Neraka Poso: Konflik
Islam — Kristen, Warga Keturunan, Santoso, dan
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e Kasus Pembakaran Masjid di
Tolikara, Papua
Kasus ini bermula ketika umat
muslim tolikora hendak melaksanakan shalat
Idul Fitri. Tiba — tiba datanglah sekelompok
massa yang berteriak untuk menghentikan
aktivitas ibadah umat muslim tersebut. Selain
pelarangan untuk melaksanakan ibadah, umat
kristen tolikora juga melakukan pembakaran
kios — kios dan masjid.
Menurut Kapolri Jenderal Badrotin
Haiti, inti persoalan adalah bahwa jemaat
nasrani merasa terganggu dengan speaker
masjid umat muslim yang akan melakukan
shalat led. Umat Nasrani mengklain suara
speaker yang dipasang di tengah lapangan
mengganggu ketenangan umum. '® Inilah yang
kemudian menimbulkan konflik dan perang
mulut antara keduanya hingga berakhir pada
pembakaran masjid dan beberapa kios disekitar

area masjid tersebut.

e Penistaan Agama Oleh Gubermnur
Jakarta

Kasus penistaan agama oleh gubernur

Jakarta merupakan kasus yang masih sangat

hangat di benak kaum muslimin Indonesia.

Bahkan hingga tulisan ini dibuat, kasus

Tibo”,
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/1
6/08/01/0b7tmj385-neraka-poso-konflik-
islamkristen-warga-keturunan-santoso-dan-tibo,
diakses pada 12 Maret 2019.

tersebut masih dalam pantauan dan proses
penyelesaian.

Kasus ini telah menyedot banyak
perhatian umat muslim nasional dan bahkan
Internasional karena berujung pada aksi demo
besar — besaran yang belum pernah ada
sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia.
Kasus ini bukanlah kasus pelecehan semata
akan tetapi kasus yang dilakukan saudara
Basuki Tjahaya Purnama merupakan akhir dari
ungkapan dan perkataan-perkatannya yang
seringkali melecehkan bahkan menghina akan
kepercayaan  golongan lain  khususnya
masyarakat Islam, interpretasi yang telah
dilakukan saudara Basuki Tjahaya Purnama
atau Ahok merupakan kesalahan besar hal ini
menimbulkan kegaduhan dan protes dari
masyarakat luas khususnya masyarakat Islam
ditambah lagi saudara Ahok seorang tokoh
masyarakat sebagai gubernur, seharusnya ia
menerapkan asas saling menghargai antar
sesama dan juga asas persatuan umat akan

tetapi sebaliknya ia malah melakukan hal

intoleran terhadap keyakinan golongan lain.

FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB
KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA
Perbedaan dalam agama melahirkan konsep

maupun pandangan yang berbeda pula di

13Ini Kronologi Pembakaran Masjid di
Tolikora”, www.republika.co.id, diakses pada
tanggal 13 Maret 2019.
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dalamnya. Namun, hal ini tidak lantas
menjadikan perbedaan konsep tersebut semata
— mata menjadi penyebab konflik beragama
dapat terjadi. Begitu juga ketegangan yang
sering muncul antara kelompok — kelompok
internal umat beragama, tidak bisa dipandang
hanya karena adanya perbedaan persepsi di
antara mereka. Justru konflik yang paling
sering terjadi baik intern ataupun antar umat
beragama bermula dari faktor — faktor yang
bersifat non- agamis.!*  Seperti ekonomi,
jabatan/ kekuasaan, maupun faktor — faktor
politik yang ada di dalamnya.

Menurut Taufiqurrahman, Kasubbag
Hukmas dan Kerukunan Umat Beragama
Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah,
disebabkan oleh

adanya fanatisme dan

eksklusifisme berlebihan pada masing-masing

penganutnya.  Faktor  fanatisme  dan
eksklusifisme berlebihan bukan faktor agama,
tetapi merupakan faktor sikap yang

ditunjukkan oleh umat atau penganut agama. '3

Adapun beberapa faktor — faktor
penyebab konflik antar umat beragama dapat
dijelaskan sebagai berikut: '

“Abu Hapsin,Komarudin, M. Arja
Imroni, “ Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik
Umat Beragama : Perspektif Tokoh Lintas Agama”,
Jurnal Walisongo, Volume 22, Nomor 2,
(November 2014), h. 353.

Taufiqurrahman, “Kerukunan dalam
Keberagaman”, Makalah, Seminar Kerukunan
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e Klaim Kebenaran (Truth Claim)

Umat beragama memiliki
kecenderungan dalam membenarkan ajaran
agamanya masing — masing, meskipun
terkadang ada yang belum paham betul
terhadap nilai — nilai luhur yang terkandung
dalam agama yang sedang dibela tersebut.
Bahkan akibat pemahaman yang kurang
menyeluruh tersebut, mengakibatkan adanya
sifat merendahkan orang lain yang tidak
sepaham dengannya meskipun berasal dari
agamanya sendiri. Pluralitas manusia dengan
berbagai penafsiran tentang agama di
dalamnya, menyebabkan perbedaan tersebut
akan selalu melekat di setiap sendi kehidupan
beragama. Apalagi jika dalam ajaran atau
doktrin agama tersebut terdapat seruan untuk
mengajak orang lain menuju keselamatan
bersama, hal tersebut tidak menutup
kemungkinan adanya pengakuan bahwa hanya
agamanyalah yang paling benar. Inilah yang
kemudian sering menimbulkan gesekan —
gesekan antar umat beragama yang berpotensi
merusak kerukunan umat beragama akibat

lahimya konflik agama.

Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 89
November 2013, h. 3.

1Firdaus M. Yunus, “Konflik Agama di
Indonesia “,Substantia, Volume 16 Nomor 2,
(Okotber 2014), h. 220
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e  Doktrin Jihad

Kasus yang mungkin akan terus
teringat di benak kita yaitu kasus bom bali yang
menewaskan banyak orang, pengakuan pelaku
bahwa hal tersebut merupakan perjuangan di
jalan agama dengan nama jihad. Tentu saja hal
tersebut sedikit mengusik pemahaman kita
tentang konsep jihad dalam Islam. Islam
memang mengenal konsep jihad di dalamnya,
tetapi bukan jihad yang dimaksudkan oleh para
pelaku bom bali tersebutlah yang diinginkan
dalam Islam, yaitu membunuh orang tak
bersalah yang disebabkan oleh doktrin-doktrin
tertentu.

Indonesia khususnya bermunculan
oknum yang melegitimasi tindakan teror
maupun kekerasannya atas nama agama.
Padahal kalau hal tersebut dicermati, dari
pandangan manapun tidak ada yang
membenarkan bahwa kekerasan adalah bagian
dari agama, terlebih dari sudut pandangan
agama Islam yang telah mendeklarasikan
sebagai agama pembawa kedamaian di muka
bumi ini. Hal tersebut seperti tercermin dari
akhir ibadah shalat sebagai ibadah utama umat
muslim  yaitu  mengucapkan  salam.
Menunjukkan bahwa akhir dari aktivitas

kewajiban seorang muslim adalah untuk

menyebarkan kedamaian terhadap sesama.

"Dr. Yusuf Qardhawi, Islam Ekstrem:
Analisa dan Pemecahannya, Bandung: Mizan,
1985. hlm. 45

18Zuhairi  Misrawi,”Aksi
Bertentangan dengan Agama”,

Terorisme
dalam

Jihad memang merupakan aspek
agama yang paling sering ditafsirkan secara
dangkal akibat setengah-setengah pemahaman
terhadap agama. Sehingga jihad dianggap
identik dengan aksi — aksi fisik seperti perang

pedang, atau

mengangkat
meledakkan bom.!” Padahal menurut Zuhairi

senapan,

Misrawi sebagai Koordinator Program P3M
(Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan
Masyarakat), musuh seorang muslim tak
melulu seorang turis, orang asing, ataupun para
kafir. Akan tetapi musuh yang dari dalam
seperti keterbelakangan, kebodohan,
kemiskinan, dan lain — lain yang harus kita
tanggulangi bersama-sama.'®

Saat ini banyak orang yang alergi
mendengarkan kata-kata jihad, padahal tanpa
adanya semangat jihad niscaya seorang
muslim tidak mempunyai nilai apapun, harga
diri seorang muslim tidak akan lengkap tanpa
adanya ruh jihad di dalamnya. Jihad disini pada
intinya dalah bersungguh-sungguh dalam
mengerahkan segala kemampuan yang ada

guna menegakkan kejayaan dan martabat umat

Islam."®

e Fkonomi
Konflik antar umat beragama tidak

hanya didominasi oleh faktor keyakinan atau

www.islamlib.com, diakses pada tanggal 12
Desember 2019
YToto Tasmara, Menuju Muslim Kaffah;
Menggali Potensi Diri (Jakarta: Gema Insani Press),
2000, hlm. 40
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kepercayaan semata, konflik antar umat
beragama juga terjadi oleh faktor ekonomi.
Sebagaimana yang terjadi dalam konflik yang
terjadi di Kalimantan antara etnis Dayak dan
Madura yang mayoritas etnis Dayak beragam
Kiristen dan nenek moyang sementara Madura
adalah Islam, konflik ini bukan semata-mata
masalah etnis dan agama saja akan tetapi ada
faktor ekonomi yang mana orang Madura
sebagai warga pendatang dan menguasai
sebagian besar roda ekonomi yang ada di bumi
Borneo sementara etnis Dayak merupakan
suku pribumi sehingga konflik bisa pecah
sebegitu dahsyatnya.?°

e Pendirian Rumah Ibadah

Konflik antar umat beragam sering
terjadi akibat adanya komunikasi yang buruk
antar masyarakat dengan pemerintah sebagai
pemberi izin, sehingga tidak sedikit muncul
perselisihan ketika suatu kelompok masyarakat
yang bermaksud membangun rumah ibadah
dan sudah mengantongi suatu izin dari
pemerintah tetapi belum dari masyarakat sekita
lokasi pendirian. Kasus konflik antar
masyarakat dalam pendirian rumah ibadah
terdapat 39 kasus dan sebanyak 70 % berada di

Jakarta, Banten dan Jawa Barat.”!

20Ruslikan, “Konflik Dayak Madura di
Kalimantran Tengah:Melacak Akar Masalahdan
Tawaran Solusi”, Masyarakat-Kebudayaan dan
Politik, Tahun XTIV, Nomor 4, Oktober 2001

2Data diperoleh dari Center for Religious
and Cross-cultural Studies (CRCS)/UGM pada
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PANCASILA SEBAGAI MANAJEMEN
KONFLIK

Indonesia saat ini sering dihadapkan dengan
konflik berkepanjangan yang muncul dan
disebabkan oleh rendahnya rasa toleransi pada
suatu  golongan terhadap golongan lain
terutama pada masalah agama. Hal ini
menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia
ke arah kehidupan beragama yang tidak
berperikemanusiaan. Tragedi Poso, Tolikara
dan yang terbaru penistaan agama oleh
Gubernur Jakarta menunjukkan betapa
semakin melemahnya toleransi kehidupan
beragama yang berdasarkan kemanusiaan
yang adil dan beradab. Oleh karena itu
merupakan suatu tugas berat bagi bangsa
Indonesia untuk mengembalikan suasana
kehidupan beragama yang penuh dengan
kedamaian, saling menghargai saling
mencintai dalam perbedaan. Pancasila telah
memberikan dasar-dasar nilai fundamental
bagi umat beragama di Indonesia, dengan
pancasila maka pada dasarnya masyarakat
Indonesia di arahkan ke arah terciptanya

kehidupan bersama yang penuh toleransi,

koran elektronik Pikiran Rakyat yang diakses pada
Hari Sabtu, 13 Maret 2019 Pukul 13.20 WIB
melalui situs http://www.pikiran-
rakyat.com/node/135162
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saling  menghargai  berdasarkan  nilai
kemanusiaan yang beradab.?

Manajemen konflik sendiri sangatlah
penting diterapkan untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut. Manajemen sendiri adalah
seni untuk menyelesaikan suatu maslaah
dengan menggunakan orang lain. Maka dari
itu, pimpinan suatu organisasi dalam hal
manajer bertugas mengatur organisasinya
untuk mencapai tujuannya. Maka disini
pimpinan sebagai manajer suatu masyarakat
dapat mengedukasi masyarakatnya agar dapat
menghindari perselisihan salah satunya konflik
antar umat beragama.>® Karena jika konflik
antar umat beragama tidak di selesaikan
secepatnya dan tidak ada jalan keluarnya maka
sangat merugikan Indonesia kaitannya dengan
perkembangan politik, ekonomi dan aspek
lainnya karena kemajuan bangsa Indonesia
sangat perlu didukung oleh masyarakat itu
sendiri apabila masyarakat belum berada
dalam satu tujuan yang sama sulit pastinya
Indonesia dalam mengembangkan hal-hal lain
kaitannya untuk kemajuan Indonesia. Dalam
hal ini masyarakat harus disadarkan akan
pentingnya persatuan dan difahamkan kembali
bagaimana tujuan awal kemerdekaan
Indonesia dan arah landasan dasar negara
Indonesia guna menciptakan rasa toleransi

yang lebih besar satu sama lain. Agama

2Muslich, Ks. HM., Dr. M.Ag., Nilai
Universal Agama-Agama di Indonesia, Kaukaba.
Yogyakarta, 2013, him. 41

membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan

keterbatasannya khususnya dalam
mempertemukan kehendak bersama antar
agama dan mereduksi ikatan primordial yang
potensial menghadirkan konflik. Dalam
dimensi sosiologis agama seringkali memiliki
fungsi laten sebagai pemecah (out group) dan
sekaligus fungsi menifes sebagai perekat (in
group). “Cacat” ini hanya bisa dijembatani
melalui konsensus bersama, yang antara lain
melalui Pancasila.

dibutuhkan  untuk

Apa  yang

merevitalisasi Pancasila, Pertama adalah
bagaimana agar Pancasila dicoba dijadikan
school of thought bangsa Indonesia. Kajian-
kajian ilmiah tentang Pancasila, seperti yang
pernah dirintis Prof. Mubyarto, nampaknya
perlu  dihidupkan  kembali.  Semangat
kerakyatan yang dipesankan Pancasila, bukan
saja masih relevan sampai hari ini, tetapi juga
menjadi kebutuhan utama bangsa ini. Sudah
menjadi rahasia umum akibat penerapan
kebijakan ekonomi yang berkiblat semangat
neo-liberalisme lewat Washington Consensus
yang mendikte seluruh kebijakan publik, telah
terjadi polarisasi pendapatan yang sangat tajam
dan kemiskinan struktural yang menggurita.
Kedua,

kesaktian,

agar Pancasila memiliki

maka 1a harus benar-benar

digunakan sebagai alat untuk menyisir seluruh

2Griffin, R. 2006. Business, 8th Edition.
NJ: Prentice Hall.
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kebijakan pemerintah atas
Poleksosbudhankam. Selama ini tidak ada alat
penyisir yang efektif dalam melakukan
pengawasan  terhadap

Pancasila dan UUD 1945.

menyelewengan

Ketiga, sebagai ideologi terbuka,
harus bersedia untuk direvisi,

direaktualisasi dan tidak

Pancasila
diperbaharuai,

dimitoskan menjadi sebuah kesaktian semu.

KESIMPULAN

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat
Indonesia sangatlah beragam dan multikultural
baik dalam hal budaya maupun dalam sistem
kepercayaan. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya
kebudayaan, ras, suku bangsa, bahasa, dan
agama. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam

keanekaragaman dalam

masyarakat di Indonesia, tersebar di seluruh
pulau yang dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia , hal ini bukanah suatu yang tidak
mungkin bahkan memang dalam suatu
keberagaman acapkali muncul perbedaan yang
menimbulkan gesekan yang berujung dengan
konflik antar keduanya. Di Indonesia setelah
Indonesia ~ merdeka  Indonesia  telah
mempersiapkan segalanya kaitannya dengan
hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan
berbangsa dan bernegara bagi masyarakatnya
oleh karena itu di buatlah landasan negara
Indonesia yaitu Pancasila dengan Pancasila
inilah masyarakat Indonesia di satukan dalam

keberagaman dan perbedaan satu sama lain.
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Dalam sila-sila Pancasila di jabarkan
bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia
yang berketuhanan sampai bersatu dan juga
keadilan bagi seluruhnya akan tetapi banyak
kalangan yang belum mengerti dan belum
menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman
sehingga masih banyak terjadi peristiwa yang
hanya di sebabkan hal-hal perselisihan kecil
dan menulut konflik antar golongan dan
berdampak besar.

Konflik antar umat beragama telah terjadi sejak
adanya umat beragama itu sendiri. Kejadian-
kejadian tersebut dapat diketahui melalui
berbagai sarana informasi yang ada. Sebut saja
konflik yang terjadi cukup panjang antara umat
Muslim dengan Kristen Eropa yang kita kenal
dengan perang Salib. Konflik tersebut
merupakan konflik terparah dan terlama yang
terjadi di dunia pada abad pertengahan. Di
Indonesia, kekerasan atas nama agama telah
terjadi sejak dulu juga, namun kekerasan
tersebut meningkat tajam pasca reformasi
politik 1998 seiring dengan menguatnya
gerakan Islam radikal dan juga gerakan-
gerakan yang menyulut kemarahan golongan
lain. Konflik ini sangat menghambat eksistensi
perkembangan Indonesia untuk maju mengapa
demikian  karena  negara  Indonesia
berkembang bukanlah didukung oleh satu
aspek semata dan satu pihak saja akan tetapi
dibutuhkan semua pihak guna memajukan
Indonesia kedapan nantimaka dari itu
dibutuhkan untuk

eksistensi  Pancasila
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senantiasa mengawal jalannya kehidupan
masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan
bernegara. Agama membutuhkan Pancasila
dalam  menyelesaikan  keterbatasannya
khususnya dalam mempertemukan kehendak
bersama antar agama dan mereduksi ikatan
primordial yang potensial menghadirkan
konflik. Dalam dimensi sosiologis agama
seringkali memiliki fungsi laten sebagai
pemecah (out group) dan sekaligus fungsi
menifes sebagai perekat (in group). “Cacat” ini
hanya bisa dijembatani melalui konsensus
bersama, yang antara lain melalui Pancasila.

dibutuhkan  untuk

Apa yang

merevitalisasi  Pancasila, pertama adalah
bagaimana agar Pancasila dicoba dijadikan
school of thought bangsa Indonesia. Kajian-
kajian ilmiah tentang Pancasila, seperti yang
pernah dirintis Prof. Mubyarto, nampaknya
dihidupkan

kerakyatan yang dipesankan Pancasila, bukan

perlu kembali.  Semangat
saja masih relevan sampai hari ini, tetapi juga
menjadi kebutuhan utama bangsa ini. Sudah
menjadi rahasia umum akibat penerapan
kebijakan ekonomi yang berkiblat semangat
neo-liberalisme lewat Washington Consensus
yang mendikte seluruh kebijakan publik, telah
terjadi polarisasi pendapatan yang sangat tajam
dan kemiskinan struktural yang menggurita.
Kedua,

kesaktian,

agar Pancasila memiliki

maka 1a harus benar-benar

digunakan sebagai alat untuk menyisir seluruh

kebijakan pemerintah atas

Poleksosbudhankam. Selama ini tidak ada alat
penyisir yang efektif dalam melakukan
pengawasan  terhadap  menyelewengan
Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, sebagai ideologi terbuka,
Pancasila harus bersedia untuk direvisi,
diperbaharuai, direaktualisasi dan tidak

dimitoskan menjadi sebuah kesaktian semu.

SARAN

Berdasarkan penelitian ini maka penulis
memberikan saran-saran yang sekiranya dapat
menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya:

1. Masyarakat Indonesia perlu di berikan
penekanan terkait dasar-dasar negara
sejak masih kecil dari bangku sekolah.

2. Perlunya pemahaman terhadap seluruh
lapisan masyarakat terkait pentingnya
memaknai Pancasila sebagai pemersatu
bangsa.

3. Pancasila merupakan karya terbesar
dalam sejarah kemerdekaan Indonesia
maka harus senantiasa di hubungkan
dengan hal-hal yang menyangkut aspek
berbangsa dan bernegara.

4. Para pejabat pemerintahan dan tokoh
masyarakat setidaknya berlaku sebagai
pembimbing dan penasehat terhadap
masyarakat yang dipimpinnya guna
minimalisasi perselisihan yang terjadi.

5. Selalu menekankan kepada masyarakat
untuk memikirkan dampak jangka

panjang tehadap apa yang ia lakukan,
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jika Dberselisih apakah tidak malah
menimbulkan kerugian yang lebih
besar?
6. Kemajuan dan  berkembangnya
Indonesia sangat dipengaruhi persatuan
masyarakatnya, maka dari itu perlunya
persatuan  dari  semua  lapisan
masyarakat baik pemerintah maupun

rakyat yang dipimpinnya
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